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KATA PENGANTAR  
 

 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat 

rahmat-Nyalah Rencana Kerja (Renja) RSU Negara Tahun 2026 ini dapat tersusun. 

Renja ini berisi prioritas program dan kegiatan RSU Negara yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2026, dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah 

ditetapkan dalam Renstra serta hasil evaluasi dan analisis kinerja RSU Negara tahun 

sebelumnya.  . 

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih 

mengarahkan tujuan serta sasaran pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Umum 

Negara dalam kurun waktu satu tahun. Rumah sakit merupakan salah satu jaringan 

pelayanan kesehatan yang penting, syarat dengan tugas, beban, masalah dan 

harapan yang digantungkan padanya. Rumah sakit dapat kita analogikan sebagai 

makhluk hidup yang harus berinteraksi dengan lingkungan yang selalu berubah.  

Renja Rumah Sakit Umum Negara Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, 

kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan bersifat 

indikatif. Selanjutnya Renja ini menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026. 

 Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi 

hingga tersusunnya Renja ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam 

penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam 

penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai 

pihak guna kesempurnaan penyusunan Renja masa mendatang. Dengan Renja  

RSU Negara Tahun 2026 ini, maka segala kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

tahun anggran 2026 difokuskan pada Renja tersebut. Semoga Renja ini dapat 

bermanfaat dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 

satu tahun ke depan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam 

meningkatkan kinerja RSU Negara. 

 

 

 

 

 Negara, 28 Juli 2025 

Direktur  Rumah Sakit Umum Negara 

  
 
 

dr. Ni Putu Eka Indrawati, M.M 
NIP. 19760324 200604 2 016 
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1.1 Latar Belakang  

 Rumah Sakit Umum Negara merupakan Organisasi bersifat khusus 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana  yang merupakan unsur penunjang 

penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pelayanan Kesehatan. RSU Negara 

lingkungan Pemerintah Kabupaten menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD 

(PPK ï BLUD) dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi  

dan produktivitas. Hal tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sejalan 

dengan praktek bisnis yang sehat. Perkembangan RSU Negara menjadi PPK ï 

BLUD merupakan peluang yang sangat baik bagi kelangsungan hidup RSU Negara  

dimasa yang akan datang dengan adanya kewenangan dalam penggunaan 

anggaran terutama pembelanjaan. 

Rumah Sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, 

padat pakar, padat modal dan padat teknologi. Kompleksitas ini muncul karena 

pelayanan di Rumah Sakit menyangkut berbagai fungsi, antara lain pelayanan, 

pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin 

pelayanan. Agar rumah sakit mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, 

rumah sakit harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang 

profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan. 

Secara histories Rumah Sakit Umum Negara pada mulanya merupakan 

sebuah poliklinik dan berdiri pada tahun 1934. Poliklinik tersebut semakin lama 



 

2 

 
 

semakin berkembang kemudian mendapat tambahan beberapa bangsal sehingga 

menjadi sebuah Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Negara 

milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana adalah Rumah Sakit tipe C Non 

Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia tanggal 15 Desember 1993 Nomor 1167/Menkes/SK/XII/1993 

dan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor 307/1994, tanggal 15 

Juli 1994,  Pemberian Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dengan 

nama Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali ditetapkan 

dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 

YM.02.04.3.1.1409 tanggal 5 Maret 2007 

Izin Oprasional Rumah Sakit Umum Negara dikeluarkan oleh Online Single 

Submission (OSS) berdasarkan Undang ï Undang Nomor Tahun 2023 tentang 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang ï Undang Nomor 2 Tahun 2022  tentang 

Cipta Kerja diterbitkanlah Izin Rumah Sakit Pemerintah dengan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Secara Elektronik, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 

9120002523618, terhitung mulai tanggal 28 Maret 2024. Izin Opasional ini 

merupakan perizinan ke 2 yang dikeluarkan oleh OSS, sebagai Izin pengganti 

pertama yang diterbitkan pada tahun 2017.  Pada tahun 2023 RSU Negara telah 

lulus Akreditasi dengan Predikat PARIPURNA yang diberikan oleh Lembaga 

Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada. Predikat yang diterima ini berlaku sampai 

dengan 14 Maret 2027. 

Dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam hal ini  

mewujudkan Visi Bupati Jembrana yaitu ñNANGUN SAT KERTHI LOKA BALI 

MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA 

BARU DI KABUPATEN JEMBRANA MENUJU JEMBRANA YANG MAJU, 

HARMONI DAN BERMARTABAT DENGAN MEMBANGUN MANUSIA, ALAM DAN 

BUDAYAñ Rumah Sakit Umum Negara melaksanakan  program pelayanan 

diantaranya : 

- JES ( Jembrana Emergency Service ) 

- Dokter Sayang ( Dokumen Terlengkap Saat Bayi Pulang ) 

- Bidanku Ramah ( Ibu dan Bayi Dikunjungi Kerumah ) 

- Si JaBa ( SiJalak Bahagia , yang menjadi maskot RSU Negara dalam 

kegiatan- kegiatan tertentu ) 

- Sinar Bahagia ( Sistem Antar Obat Sampai Rumah Pasien Cegah Antrian ) 

- Siap Siaga ( Sistem Antar Pulang Pasien Rawat Inap dan Keluarga ) 

- Drive true untuk pemeriksaan PCR 

- Pendaftaran online 
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Walaupun sumber daya yang ada secara menyeluruh belum memadai 

namun untuk pelayanan tertentu RSU Negara memilik SDM yang seharusnya ada 

untuk type rumah sakit type B, seperti dimilikinya dokter Spesialis Orthopedi, 

Spesialis Mata, spesialis THT, Spesialis Kulit Kelamin, Psikiatri, Jantung , Paru, 

Patologi Klinik, Mikrobiologi  dan dokter spesialis patologi anatomi, selain 5 spesialis 

dasar yang wajib ada. Pada tahun-tahun terakhir ini terdapat kecenderungan adanya 

rumah sakit dan klinik kesehatan swasta yang memberikan pelayanan sejenis,  

disatu sisi sebagai mitra tapi disisi lain dapat menjadikan competitor yang potensial 

apabila RSU Negara tidak segera berbenah akan mengakibatkan masalah yang 

besar bagi pengelolaan rumah sakit di masa mendatang. 

RSU Negara diharapkan mempunyai daya ungkit untuk meningkatkan 

pendapatan dari pendapatan fungsional dan pendapatan umum. Untuk 

meningkatkan pendapatan, diperlukan upaya meningkatkan jenis dan mutu 

pelayanan.  

Kebutuhan dokumen perencanaan pada  sebuah organisasi bisnis pada 

umumnya dilatarbelakangi upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Lingkungan bisnis yang terus berubah, memerlukan pengelolaan  perubahan yang 

dapat memetakan pengaruh  kekuatan-kekuatan tarhadap   arah organisasi. Dengan 

mendasarkan pada pemetaan kekuatan tersebut, akan dijadikan bahan penyusunan 

dokumen perencanaan yang diharapkan benar-benar mampu menampung berbagai 

kepentingan dan pengetahuan antisipatif yang dapat dijadikan dasar penetapan 

keputusam strategis untuk kepentingan pencapaian visi organisasi. 

Begitu pentingnya dokumen perencanaan  dengan berbasis perubahan  

lingkungan, diadopsi diberbagai organisasi pemerintahan. Hal tersebut 

dilatarbelakangi alasan untuk menaikan citra organisasi agar  mendapatkan 

legitimasi dalam pencapaian visi, dan/atau  berkompetisi memenangkan persaingan 

mencapai visi sosio ekonominya. 

Demikian juga terjadi pada provider pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit 

Daerah. Tantangan  dan tekanan Rumah Sakit Daerah akan  selalu muncul sesuai 

dengan perkembangangan teknologi kedokteran, perkembangan jenis penyakit dan 

tuntutan  masyarakat tentang perbaikan mutu layanan.  

1.2 Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang Pengelolaan  

Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 

Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1213); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 68); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Jembrana Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5); 

15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Rumah Sakit Umum Negara (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 

2020 Nomor 64); 

16. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1344 / Keu / 2011 ; tentang penetapan 

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

(PPK ï BLUD) pada Rumah Sakit Umum Negara. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.3.1 Maksud  

Rencana Kerja RSU Negara tahun 2026 disusun dengan maksud untuk 

memberikan arah terhadap kebijakan keuangan rumah sakit, strategi pembangunan, 

kebijakan umum  dan program tiap bidang disertai dengan rencana kerja. Selain itu 

rencana kerja diharapkan dapat berperan sebagai Road Map dalam mengarahkan 

kebijakan alokasi sumber daya Rumah Sakit untuk pencapaian visi organisasi. 

Dengan demikian nantinya ada kesatuan gerak langkah serta komitmen seluruh 

insan Rumah Sakit untuk meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan 

standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan. Secara 

rinci Renja ini berfungsi sebagai :  
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a. sebagai acuan bagi Rumah Sakit Umum Negara dan bagi masyarakat 

pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan 

tingkat lanjutan (pelayanan publik) di rumah sakit;  

b. sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Rumah Sakit 

Umum Negara yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat 

lanjut di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah;  

c. menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah 

Kabupaten Jembrana untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah 

sakit; 

d. sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 

lalu dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rumah Sakit Umum Negara. 

1.3.2. Tujuan 

Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSU Negara tahun 2026 adalah 

mewujudkan keadaan yang diinginkan pada tahun 2026 mendatang sejalan dengan 

visi, misi dan program Kepala Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten 

Jembrana adalah sebagai berikut : 

a. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan 

pelaksanaan kegiatan tersebut;  

b. Menjabarkan rencana strategis Rumah Sakit Umum Negara dalam rencana 

program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung 

pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2026; 

c. Menjadi pedoman bagi Rumah Sakit Umum Negara dalam melaksanakan 

seluruh kegiatan pada Tahun Anggaran 2026;  

d. Menjadi acuan bagi Rumah Sakit Umum Negara dalam penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit 

pelayanan publik; 

e. Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan 

pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor Rencana Kerja Tahun 2026 

maupun program pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan; 

f. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber 

daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan 

kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik; 

g. Memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum 

Negara sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dalam rangka 

mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah 

Kabupaten Jembrana 
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1.4 Sistematika Penulisan Renja 

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Negara 

Tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

BAB  I  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistimatika Penulisan 

BAB II  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja RSU Tahun Lalu 

2.2    Analisa Kinerja Pelayanan Rumah Sakit 

2.3    Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSU Negara 

2.4   Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSU Negara 

2.5 Pemecahan Masalah 

2.6    Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1  Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi terhadap kebijakan  

Nasional 

3.2   Rencana dan Sasaran Renja RSU Negara 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  

BAB V PENUTUP 
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A. Realisasi Belanja 

Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja 2024  :  

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap 

dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh 

karena itu Renja Rumah Sakit Umum Negara juga harus dilakukan evaluasi. 

Untuk memantapkan perencanaan tahun 2026 diperlukan 

evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan perkiraan pencapaian hasil 

tahun 2025. 

Pada Renja 2024 terdapat 2 program dengan 4 kegiatan dan 4 sub 

kegiatan,dan  dalam pelaksanaannya pun sesuai dengan renja tersebut. 

Secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 berdasarkan jenis belanja 

dapat dilihat seperti Tabel 2.1 di bawah ini : 

 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu  
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Tabel : 2. 1 
Realisasi Anggaran berdasarkan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan 

 

 
PROGRAM 
KEGIATAN/ 

SUB KEGIATAN 

PAGU ANGGARAN 

REALISASI BELANJA 
REALIS

ASI 
FISIK 

  

BELANJA OPERASI 
BELANJA MODAL 

Fisik SUMBER 
ANGGAR

AN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG JASA ( % ) 

     ANGGARAN   REALISASI  ( % ) ANGGARAN REALISASI (% )  ANGGARAN   REALISASI  ( % )     

2 3 4 5 (5/4) 6 7 (7/6) 8 9 (9/8) 10   

2 PROGRAM, 4 
KEGIATAN, 4 

SUB KEGIATAN 

    
117,689,528,048.00  

    
35,674,307,000.00  

    
34,889,259,382.00  

97.80 
    

75,285,221,048.00  
    

75,239,992,913.83  
100 

   
6,730,000,000.00  

    
4,033,686,869.00  

59.94 97.00   

I. PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH 
DAERAH 
KABUPATEN/K
OTA 

     
116,088,687,548.00  

     
35,674,307,000.00  

     
34,889,259,382.00  

97.80 75,184,380,548.00   75,183,480,663.83  100 
   

5,230,000,000.00  
     

2,549,486,869.00  
48.75 97.01   

1.Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

        
22,874,307,000.00  

     
22,874,307,000.00  

     
22,155,684,382.00  

96.86 
                                                 

-  
                                                 

-  
                 
-  

      96.86   

Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

        
22,874,307,000.00  

     
22,874,307,000.00  

     
22,155,684,382.00  

96.86 
                                                 

-  
                                                 

-  
                 
-  

      96.86  APBD  

2.Peningkatan 
Pelayanan 
BLUD 

        
93,214,380,548.00  

     
12,800,000,000.00  

     
12,733,575,000.00  

99.48 75,184,380,548.00 
     

75,183,480,663.83  
100 

   
5,230,000,000.00  

     
2,549,486,869.00  

48.75 97.05   

Pelayanan dan 
Penunjang 
Pelayanan 
BLUD 

        
93,214,380,548.00  

     
12,800,000,000.00  

     
12,733,575,000.00  

99.48 75,184,380,548.00 
     

75,183,480,663.83  
100 

   
5,230,000,000.00  

     
2,549,486,869.00  

48.75 97.05  BLUD  
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PROGRAM 
KEGIATAN/ 

SUB KEGIATAN 

PAGU ANGGARAN 

REALISASI BELANJA 
REALIS

ASI 
FISIK 

  

BELANJA OPERASI 
BELANJA MODAL 

Fisik SUMBER 
ANGGAR

AN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG JASA ( % ) 

     ANGGARAN   REALISASI  ( % ) ANGGARAN REALISASI (% )  ANGGARAN   REALISASI  ( % )     

2 3 4 5 (5/4) 6 7 (7/6) 8 9 (9/8) 10   
 II. PROGRAM 
PEMENUHAN 
UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN 
DAN UPAYA 
KESEHATAN 
MASYARAKAT 

           
1,600,840,500.00  

                                                 
-  

                                                 
-  

  
             

100,840,500.00  
                

56,512,250.00  
56.04 

   
1,500,000,000.00  

     
1,484,200,000.00  

98.95 96.24   

 1. Penerbitan 
Izin Rumah 
Sakit Kelas C,D 
dan Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

                
100,840,500.00  

                                                 
-  

                                                 
-  

  
             

100,840,500.00  
                

56,512,250.00  
56.04 

                                            
-  

                                              
-  

  56.04   

Penyiapan 
Perumusan dan 
Pelaksanaan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Rujukan 

                
100,840,500.00  

                                                 
-  

                                                 
-  

  
             

100,840,500.00  
                

56,512,250.00  
56.04 

                                            
-  

                                              
-  

  56.04  APBD  

2. Penyediaan 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 
untuk UKM dan 
UKP 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

           
1,500,000,000.00  

                                                 
-  

                                                 
-  

  
                                                 

-  
                                                 

-  
  

   
1,500,000,000.00  

     
1,484,200,000.00  

98.95 98.95   
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PROGRAM 
KEGIATAN/ 

SUB KEGIATAN 

PAGU ANGGARAN 

REALISASI BELANJA 
REALIS

ASI 
FISIK 

  

BELANJA OPERASI 
BELANJA MODAL 

Fisik SUMBER 
ANGGAR

AN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG JASA ( % ) 

     ANGGARAN   REALISASI  ( % ) ANGGARAN REALISASI (% )  ANGGARAN   REALISASI  ( % )     

2 3 4 5 (5/4) 6 7 (7/6) 8 9 (9/8) 10   
Pengadaan Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang 
Medik Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 

           
1,500,000,000.00  

                                                 
-  

                                                 
-  

  
                                                 

-  
                                                 

-  
  

   
1,500,000,000.00  

     
1,484,200,000.00  

98.95 98.95 DAK  
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Grafik 2.1 

Grafik Realisasi Jenis Belanja sesuai Program 
 

 

Berdasarkan jumlah program /kegiatan dan sub kegiatan yang dikelola RSU 

Negara, terdapat 2 program, 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang dikelola RSU 

Negara diantaranya: 

1.   Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 

2 kegiatan dan 2 sub kegiatan.  

Realisasi dari masing masing sub kegiatan adalah : 

1.1. Kegiatan :   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan :  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Sub Kegiatan ini seluruhnya merupakan belanja Operasi yaitu berupa 

belanja Pegawai. Realisasi fisik untuk sub kegiatan ini 100% dengan 

realisai keuangan sebesar 96,86% dari pagu yang ditetapkan   Rp. 

22,874,307,000.00 

1.2. Kegiatan  :  Peningkatan Pelayanan BLUD 

Sub Kegiatan    :  Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 

Sumber anggaran ini seluruhnya berasal dari pendapatan BLUD RSU 

Negara. Pada tahun 2024 ini target pendapatan BLUD yang dipasang 

pada anggaran perubahan  adalah sebesar Rp. 84,352,294,619.00 

namun pada dokumen anggaran perubahan yang terpasang adalah 

sebesar   Rp. 93,214,380,548.00, Anggaran tersebut didapat dari Silpa 

pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 8,862,085,929.00.  
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2.   Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan : 

2.1. Kegiatan       :  Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan   Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Sub Kegiatan : Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan   Pelayanan 

Kesehatan  Rujukan. 

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin untuk mendukung rujukan 

pasien  ke fasilitas  kesehatan yang lebih tinggi . Beberapa kondisi 

pasien tidak dapat ditangani di RSU Negara, jadi harus dirujuk ke 

Rumah Sakit yang kelasnya lebih tinggi. Realisasi keuangan mencapai 

56,04%. 

 
2.2. Kegiatan  : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk 

UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ 

Kota 

        Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan  

Sumber anggaran sub kegiatan ini berasal dari DAK untuk pengadaan 

Alat ï Alat kesehatan diruang ICU dalam rangka penguatan layanan 

rujukan. Realisasi anggaran sebesar 98,95% dari pagu anggaran 

sebesar Rp. 1.500.000.000,00 

Realisasi perjenis belanja bisa dilihat seperti pada grafik dibawah ini : 

 

Grafik 2.2 : Realisasi jenis belanja BLUD 
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Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa realisasi belanja operasi pelayanan dan 

penunjang pelayanan sangat tinggi , 99,48% untuk belanja pegawai dan 100% 

belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja modal capaian realisasi kurang dari 

50%. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran BLUD, sehingga belanja 

modal kurang menjadi prioritas.  

 
B. Pendapatan RSU Negara  

 
Tabel 2.2 

Pendapatan RSU  

NO TAHUN 
TARGET 

 (Rp) 
REALISASI 

 (Rp) 
CAPAIAN 

(%) 

1 2020 51,689,114,718.00 64,817,020,890.63 125.40 

2 2021 54,273,570,454.00 98,623,492,825.96 181.72 

3 2022 61,139,503,809.00 84,634,951,721.07 138.43 

4 2023 75,854,060,848.00 84,074,727,347,18 110,84 

5 2024 84.352.294.619,00 85.943.011.402,23 101,89 

 

Grafik 2.3 
Capaian Realisasi Pendapatan BLUD RSU Negara 

Dalam Kurun Waku 5 Tahun 

 125,40  

 181,72  

 138,43  

 110,84  
 101,89  

2020 2021 2022 2023 2024

REALISASI PENDAPATAN BLUD 

 

Kurun waktu 5 tahun, pendapatan BLUD RSU Negara dapat dilihat dari 

grafik diatas ditahun 2020 pendapatan RSU Negara melebihi target, hal ini 

disebabkan bukan karena peningkatan kunjungan, namun hal itu disebabkan 

karena pandemi covid- 19, klaim terhadap penderita covid dibayar berbeda 
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dengan nilai lebih tinggi oleh Kementrian Kesehatan , sehingga pendapatan RSU 

Negara bisa melebihi target, demikian pula ditahun 2021.  

Tahun 2022 s/d 2024 sekalipun target pendapatan tercapai, namun terus 

menurun. Salah satu penyebabnya karena sudah tidak ada lagi klaim covid,.  Hal 

ini perlu menjadi perhatian tersendiri mengingat biaya operasinal rumah sakit 

cukup tinggi. Gambaran kunjungan pasien di RSU Negara kurun waktu 2020 s/d 

2024 dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.3 ( T-C. 29 ) 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  Rumah Sakit Umum Negara dan Pencapaian  
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 

 
 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 
2026 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 2023 

Target dan Realisasi 
Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 

(n-2) 

  Target 
program 

dan 
kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
tahun 2025 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

1 

URUSAN 
PEMERINTAH WAJIB 
YANG BERKAITAN 
DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

                  

1.02 
URUSAN 
PEMERINTAH 
BIDANG KESEHATAN 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 
2026 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 2023 

Target dan Realisasi 
Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 

(n-2) 

  Target 
program 

dan 
kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
tahun 2025 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

1.02.01  

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Nilai LKjIP 
Perangkat Daerah 

82,5 80,7 81,5 82,4 101% 82 245,1 297% 

1.02.01.2.02 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Administrasi 
Keuangan Daerah 

14 
dokumen 

14 
dokumen 

14 
dokumen 

14 
dokumen 

100% 
14 

dokumen 
42 300% 

1.02.01.2.02.0001 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

541 orang 298 orang 318 orang 293 orang 92% 513 orang 1104 204% 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 
2026 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 2023 

Target dan Realisasi 
Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 

(n-2) 

  Target 
program 

dan 
kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
tahun 2025 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

1.02.01.2.05 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Terselenggaranya 
administrasi 
kepagawaian  

809 paket 0 0 0 0% 0 0 0% 

1.02.01.2.05.0002 
Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan 

809 paket 0 0 0 0% 0 0 0% 

1.02.01.2.08 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Tenaga Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
disiapkan 

0 90 orang 0 0 0% 0 0 0% 

1.02.01.2.08.0004 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

0 1 laporan 0 0 0% 0 0 0% 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 
2026 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 2023 

Target dan Realisasi 
Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 

(n-2) 

  Target 
program 

dan 
kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
tahun 2025 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

1.02.01.2.10 
Peningkatan 
Pelayanan BLUD 

Persentase Layanan 
BLUD RSU Negara 

94 persen 94 persen 94 persen 94 persen 100% 94 persen 282 300% 

1.02.01.2.10.0001 
 Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 
BLUD 

Jumlah BLUD yang 
Menyediakan 
Pelayanan dan 
Penunjang 
Pelayanan 

1 Unit 
Kerja 

1 Unit Kerja 
1 Unit 
Kerja 

1 Unit 
Kerja 

100% 
1 Unit 
Kerja 

3 3 

                      

1.02.02 

PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Persentase 
Pencapaian SPM 
RS dan Predikat 
Akreditasi 

94% 
Paripurna 

85% 
Paripurna 

94% 
Paripurna 

95% 
Paripurna 

95% 
94% 

Paripurna 
268 285% 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 
2026 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 2023 

Target dan Realisasi 
Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 

(n-2) 

  Target 
program 

dan 
kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
tahun 2025 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

1.02.02.2.01 

Penyediaan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Tersedianya 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan untuk 
UKM dan UKP 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

1 paket, 2 
unit 

0 3 unit 3 unit 100% 1  paket 4 0 

1.02.02.2.01.0012 
Pengadaan Sarana 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

Jumlah Sarana di 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan yang 
Disediakan 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.02.02.2.01.0014 

Pengadaan Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

Jumlah Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan yang 
Disediakan 

2 unit 0 3 unit 3 unit 100% 0 0 0 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 
2026 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 2023 

Target dan Realisasi 
Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 

(n-2) 

  Target 
program 

dan 
kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
tahun 2025 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

1.02.02.2.01.0022 
Pengembangan 
Rumah Sakit 

Jumlah Rumah sakit 
yang ditingkatkan 
sarana, prasarana, 
alat kesehatan dan 
SDM agar sesuai 
standar jenis 
pelayanan rumah 
sakit berdasarkan 
kelas rumah sakit 
yang memenuhi 
rasio tempat tidur 
terhadap jumlah 
penduduk minimal 
1:1000 dan/atau 
dalam rangka 
peningkatan 
kapasitas pelayanan 
rumah sakit 

0 0 0 0 0 1 paket 1 0 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 
2026 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 2023 

Target dan Realisasi 
Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 

(n-2) 

  Target 
program 

dan 
kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
tahun 2025 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

1.02.02.2.01.0023 

Pengadaan Obat, 
Bahan Habis Pakai, 
Bahan Medis Habis 
Pakai, Vaksin, 
Makanan dan 
Minuman di Fasilitas 
Kesehatan 

Jumlah Obat, Bahan 
Habis Pakai, Bahan 
Medis Habis Pakai, 
Vaksin, Makanan 
dan Minuman di 
Fasilitas Kesehatan 
yang disediakan 

1 paket 0 0 0 0 0 0 0 

1.02.02.2.04 

Penerbitan Izin Rumah 
Sakit Kelas C, D dan 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
Pelaksanaan 
Rujukan Pasien ke 
Fasilitas Kesehatan 
yang Lebih Tinggi 

  100% 100% 100% 100% 100% 300% 300 

1.02.02.2.04.0004 

Penyiapan Perumusan 
dan Pelaksanaan 
Pelayanan Kesehatan 
Rujukan 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penyiapan 
Perumusan dan 
Pelaksanaan 
Pelayanan 
Kesehatan Rujukan 

  1 dokumen 
1 

dokumen 
1 

dokumen 
100 

1 
dokumen 

3 dokumen 300 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 
2026 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 2023 

Target dan Realisasi 
Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 

(n-2) 

  Target 
program 

dan 
kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
tahun 2025 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

1.02.02.3.02 

Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Terlaksananya 
Layanan Rujukan 
dan Rujukan Balik 
Antara Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan Melalui 
Sistem Rujukan 
Terintegrasi 
(SISRUTE) 

100% 0 0 0 0 0 0 0 

1.02.02.3.02.0046 

Pengelolaan 
Pelayanan Rujukan 
dan Rujuk Balik 
Melalui Sistem 
Rujukan Terintegrasi 
(SISRUTE) 

Jumlah Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan Yang 
telah Terdaftar serta 
aktif menggunakan 
SISRUTE untuk 
melakukan Rujukan 
dan Rujukan Balik 

2 Unit 0 0 0 0 0 0 0 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 
2026 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 2023 

Target dan Realisasi 
Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 

(n-2) 

  Target 
program 

dan 
kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
tahun 2025 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

1.02.03 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER 
DAYA MANUSIA 
KESEHATAN 

Persentase 
Pencapaian SPM 
RS dan Predikat 
Akreditasi RS 

94% 
Paripurna 

85% 
Paripurna 

0% 0% 0% 
94% 

Paripurna 
179 190% 

1.02.03.2.02 

Perencanaan 
Kebutuhan dan 
Pendayagunaan 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan untuk UKP 
dan UKM di Wilayah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah SDM yang 
dikontrak sesuai 
standar 

  21 orang 0 0 0 30  orang 94 0 

1.02.03.2.02.0002 

Pemenuhan 
Kebutuhan Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan Sesuai 
Standar 

Jumlah Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan yang 
Memenuhi Standar 
di Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 
(Fasyankes) 

  21 orang 0 0 0 30 orang 94 0 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 

Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 
2026 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 2023 

Target dan Realisasi 
Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 

(n-2) 

  Target 
program 

dan 
kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
tahun 2025 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

1.02.03.2.03 

Pengembangan Mutu 
dan Peningkatan 
Kompetensi Teknis 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Terlaksananya 
Pengembangan 
Mutu dan 
Peningkatan 
Kompetensi Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan di RSU 
Negara 

60 orang 0 0 0 0 0 0 0 

1.02.03.2.03.0001 

Pengembangan Mutu 
dan Peningkatan 
Kompetensi Teknis 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan 
Kompetensi dan 
Kualifikasi 
Meningkat 

60 orang 0 0 0 0 0 0 0 



 

26 

 

 
 

Secara umum capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan 

ditahun 2024 telah tercapai sesuai target .  Secara rinci capain kinerja untuk 

masing- masing program dan kegiatan dapat dilihat seperti tabel 2.4 dibawah 

ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.  Analisa Kinerja Pelayanan  Rumah Sakit 
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Tabel 2.4 (T-C.30) 

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSU Negara 
Kabupaten Jembrana 

  
 

NO Indikator 
SPM/Standar 

Nasional 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 

Catatan 
Analisa 

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 

2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 7 9 9 11 11 13 

1 
Nilai LKjIP yang 
dicapai RSU 
Negara                                               

    81 81,5 82 82,5 80.7 82.4 82 82,5   

  

Persentase 
Pencapaian 
SPM RS dan 
Predikat 
Akreditasi RS 

 100%   94 94 94 94 85 95 95 95   

  

Persentase 
Pencapaian 
SPM RS dan 
Predikat 
Akreditasi RS 

Lulus (Dasar, 
Madya, Utama 
Paripurna) 

  Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna   

      
Jumlah Dokumen 
Administrasi 
Keuangan Daerah 

14 
dokumen 

14 
dokumen 

14 
dokumen 

14 
dokumen 

14 
dokumen 

14 
dokumen 

14 
dokumen 

14 
dokumen 
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NO Indikator 
SPM/Standar 

Nasional 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 

Catatan 
Analisa 

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 

2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 7 9 9 11 11 13 

      
Terselenggaranya 
administrasi 
kepagawaian  

- - - 
809 

paket 
- - - 

809 
paket 

  

      

Jumlah Tenaga Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
disiapkan 

90 orang - - - 90 orang - - -   

      
Persentase Layanan 
BLUD RSU Negara 

94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94%   

      

Tersedianya Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan untuk 
UKM dan UKP 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

- 3 unit 1  paket 
1 paket, 

2 unit 
- 3 unit 1  paket 

1 paket, 
2 unit 

  

      

Persentase 
Pelaksanaan 
Rujukan Pasien ke 
Fasilitas Kesehatan 
yang Lebih Tinggi 

100% 100% 100% - 100% 100% 100% -   
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NO Indikator 
SPM/Standar 

Nasional 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 

Catatan 
Analisa 

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 

2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 7 9 9 11 11 13 

      

Terlaksananya 
Layanan Rujukan 
dan Rujukan Balik 
Antara Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan Melalui 
Sistem Rujukan 
Terintegrasi 
(SISRUTE) 

- - - 100% - - - 100%   

      

Jumlah Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan yang 
Memenuhi Standar 
di Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 
(Fasyankes) 

24 orang - 30 orang - 21 orang - 30 orang -   

      

Terlaksananya 
Pengembangan 
Mutu dan 
Peningkatan 
Kompetensi Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan di RSU 
Negara 

- - - 60 orang - - - 60 orang 

  

 
 
 



 

30 

 

 

 

2.3.1. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit  

Tugas pokok dan Fungsi yang diemban oleh Rumah Sakit Umum Negara 

sebagaimana telah ditetapkan dengan  Peraturan Bupati No 64 Tahun 2020 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Rumah Sakit Umum Negara, disebutkan bahwa Tugas Pokok dan 

Fungsi Rumah Sakit Umum Negara, adalah : 

A. Tugas pokok:  

a) Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna 

dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan 

(rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya 

peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan 

upaya rujukan, dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang 

bermutu sesuai standart pelayanan rumah sakit. 

 

B. Fungsi :  

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rumah Sakit Umum Negara  

mempunyai fungsi : 

a) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan 

perorangan yaitu pelayanan kesehatan yang mengutamakan 

pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan 

kesehatan dan pencegahan penyakit; 

b) penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang 

wajib dilaksanakan di bidang pelayanan kesehatan; 

c) penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 

dengan memperhatikan kaidah ekonomi tanpa melupakan fungsi 

sosial kepada masyarakat sebagai kewajiban dari Rumah Sakit milik 

pemerintah; 

d) pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, 

lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya; 

e) pengelolaan urusan ketatausahaan dan keuang an; 

f) pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan 

g) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 

 

 

2.3  Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 
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  2.3.2. Permasalahan dan Hambatan 

 Rumah Sakit Umum Negara merupakan satu-satunya rumah sakit 

pemerintah yang berada di ujung barat Pulau Bali. Berada di lokasi 

strategis dalam Kabupaten  Jembrana yang memiliki Pelabuhan Gilimanuk 

yang sarat akan lalu lintas pelayaran dan mobilitas darat yang 

menghubungkan Pulau Jawa dengan pusat pemerintahan Provinsi Bali, 

serta menghubungkan Pulau Jawa dengan Nusa Tenggara, membuat 

makin pentingnya meningkatkan standard pelayanan di Rumah Sakit 

Umum Negara untuk masyarakat Jembrana, Bali dan wisatawan baik lokal 

maupun mancanegara.  Masih dalam status rumah sakit tipe C 

menjadikan keterbatasan bagi RSU Negara dalam memberikan pelayanan. 

 

Permasalahan yang dihadapi oleh RSU Negara secara rinci adalah : 

a. Sumber Daya Manusia 

ü Kurangnya tenaga administrasi yang mahir komputer sehingga 

tenaga administrasi di masing-masing ruangan yang khusus 

mengentry tindakan pelayanan pasien rawat inap kurang optimal, 

dan ini berdampak pada SIMïRS dan  billing sistem RSU Negara.  

ü Dokter spesialis dan sub spesialis ada yang belum lengkap sehingga 

pasien yang membutuhkan pelayanan spesilistik harus dirujuk.  

ü Tingkat keterampilan staf belum merata.  

ü Motivasi dan produktivitas SDM belum optimal 

ü Kepatuhan terhadap SOP belum optimal 

ü Pengembangan Karir staf belum proporsional 

b. Sarana dan prasarana 

ü Sarana    dan   prasarana   belum  mencukupi dan terus berkembang 

seiring kondisi dan situasi yang dihadapi serta pengembangan 

teknologi.  

ü Sebagian alat sudah tua. 

ü Pelaksanaan kalibrasi alat dan swab ruangan belum kontinyu. 

ü Utilisasi peralatan belum optimal 

ü Belum optimalnya rekam medis elektronik 

c. Keuangan 

ü Pembayaran klaim yang masih berdasarkan klaim BPJS dimana 

besaran klaim masih berdasarkan kelas rumah sakit. RSU Negara 

adalah katagori kelas C, sementara pelayanan yang diberikan 

melebihi standar kelas C. 
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ü Marketing & Public Relation belum profesional 

ü Belum tersedianya SIM Keuangan yang memadai. 

ü Kurangnya tenaga akuntansi yang bersertifikat. 

ü Belum dipahaminya peraturan keuangan dan pengadaan barang 

BLU  secara utuh. 

ü Sistem remunerasi yang belum merata. 

 

2.3.3. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit 

Umum Negara 

Pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit sangat 

dipengaruhi oleh arah kebijakan sektor kesehatan baik di tingkat 

pemerintah pusat, propinsi Bali maupun daerah kabupaten Jembrana. 

Untuk itu perlu adanya sinkronisasi program sehingga tujuan dapat terdanai 

dan tercapai. 

Tantangan dan peluang yang timbul dapat di klasifikasikan menjadi 

beberapa layanan; 

1. Pelayanan Rawat Jalan 

a. Tantangan yang dihadapi adalah SDM yang bertugas dipoliklinik 

rata-rata sudah berusia lanjut, sehingga kurang memahami teknologi 

digital. Komputer dimasing-masing poliklinik masih kurang, sehingga 

administrasi dan pencatatan belum sepenuhnya komputerisasi. 

Fasilitas masing-masing poliklinik juga kurang.  

Meningkatnya jumlah kunjungan pasien untuk melakukan cuci darah 

(dialisis center) yang menyebabkan petugas sering bertugas 

melebihi jam kerja 

b. Peluang yang ada saat ini, semua poliklinik sudah ada dokter 

spesialis, bahkan melebihi dari standart kebutuhan sebagai rumah 

sakit kelas C dan untuk beberapa poliklinik jumlahnya lebih dari 1 

orang . Memiliki petugas yang terlatih sesuai bidang tugasnya.  

2. Pelayanan Rawat Darurat 

a. Tantangan yang dijumpai Jumlah SDM, status SDM lebih banyak 

tenaga kontrak yang menyebabkan kurang optimalnya dalam 

peningkatan kopetensi,  alat yang tersedia masih kurang 

dibandingkan dengan tanggung jawab dan jenis layanan yang 

diberikan  

b. Peluang yang ada, kapasitas ruangan yang luas dan banyak 

memungkinkan menampung pasien lebih banyak. 
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3. Pelayanan Rawat Inap 

a. Tantangan terbesar kurangnya SDM yang berstatus ASN (lebih 

banyak tenaga kontrak) yang menyebabkan kurang optimalnya 

dalam peningkatan kopentensi dan berdampak pada pengeluaran 

keuangan yang lebih besar untuk membayar gaji tenaga kontrak, 

juga berpengaruh pada kinerja pelayanan. Alat kesehatan yang 

tersedia masih kurang dibandingkan dengan jumlah tempat tidur  

yang tersedia. 

b. Peluang yang bisa dimanfaatkan adalah kapasitas ruangan yang 

luas dan fasilitas ruangan yang lengkap merupakan daya Tarik untuk 

meningkatkan BOR RS 

4. Tindakan Medik 

a. Tantangan yang ada adalah kurangnya Sarana alat kesehatan dan 

SDM yang memiliki kompetensi   yang bertugas diruang IBS 

b. Peluang yang ada, saat ini telah tersedia 6 ruang operasi yang baru 

terbangun sesuai dengan persyaratan , jumlah dokter spesialis 

melebihi standart kebutuhan RS kelas C. Memiliki tenaga terlatih . 

 

5. Penunjang Pelayanan  

a. Tantangan 

  Dimasa sekarang, pandangan  masyarakat terhadap kesehatan 

semakin baik dan semakin maju, dan juga kemudahan akses 

informasi dan transportasi menyebabkan masyarakat lebih 

memperhatikan kesehatan dan memilih fasilitas pelayanan 

kesehatan yang lebih baik menurut pandangannya. Hal ini jelas 

menjadi tantangan tersendiri bagi rumah sakit untuk selalu 

berbenah dan update disemua unit pelayanan termasuk juga diunit- 

unit penunjang pelayanan (Penunjang medik ) dari  penegakan 

diagnostik sampai berakhirnya pelayanan yaitu pelayanan Farmasi 

(obat). Hal ini tentu memerlukan tata kelola yang baik  dari 

pengelolaan SDM maupun penggunaan sarana serta prasarana.  

b. Peluang 

 Memiliki SDM yang professional dengan loyalitas yang tinggi, 

adanya para pihak yang mau bekerja sama dengan RSU, sehingga 

memungkinkan RSU untuk bekerja sama dalam kondisi keuangan 

yang masih kurang. 
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6. Sarana Prasarana 

a. Tantangan 

Bangunan yang luas dan besar dengan segala alat dan sarana 

pendukung yang sudah ada  diperlukan strategi  dalam hal 

memelihara dan merawat sehingga tetap berfungi dengan baik. Hal 

ini menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan SDM dan sarana 

prasarana pendukungnya 

b. Peluang 

Adanya bangunan yang luas dan sudah tertata dengan baik sesuai 

grand desain RSU Negara dan didukung dengan sarana dan 

prasarana serta SDM yang memadai berpeluang dapat memberikan 

kenyamanan bagi karyawan dalam bekerja dan tentu dapat 

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jembrana 

khususnya. 

 

 

 

 

 

Penyelenggaraan tugas dan fungsi RSU Negara tidak terlepas dari isu-isu 

yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal 

terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi RSU Negara, maupun isu-

isu yang bersifat eksternal. Adapun isu-isu tersebut antara lain : 

1. Adanya sistem baru BPJS Kesehatan yaitu KRIS ( Kelas Rawat Inap 

Standar ) 

KRIS merupakan sistem baru yang digunakan dalam pelayanan rawat 

inap BPJS Kesehatan di rumah sakit pengganti Kelas BPJS Kesehatan. 

Dengan adanya kebijakan ini semua golongan masyarakat dapat 

perlakuan sama dari rumah sakit, baik dalam hal medis maupun non-

medis.  

2. Mendukung Program Nasional KJSU ï KIA. 

Salah satu Program Nasional Kemenkes yaitu KJSU ï KIA ( Kanker, 

Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak ). Layanan 

tersebut bertujuan untuk memperbaiki mekanisme rujukan dan 

peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit dan layanan penyakit 

prioritas Nasional.  

2.4.  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan 

Fungsi RSU Negara 
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3. Efisiensi terhadap penggunaan Obat dan BMHP serta operasional lainnya. 

Berkurangnya subsidi anggaran dari Pemerintah Daerah sehingga 

membuat RSU Negara melakukan efisiensi baik itu dalam peresepan 

obat, penggunaan BMHP dan operasional lainnya. 

 

 

ü Mencanangkan peningkatan mutu Rumah Sakit Umum Negara dari 

standart pelayanan kelas C menjadi standart pelayanan kelas B, 

dengan ini  diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan  masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan yang berdampak juga dengan 

penyesuain klaim sesuai dengan pelayanan yang diberikan dan  juga 

untuk investasi industri besar yang mensyaratkan adanya rumah sakit 

yang memadai guna mendukung kesehatan karyawannya. 

ü Menetapkan target pencapaian mutu dan memberikan pelayanan prima 

dan bermutu secara kesinambungan dengan didukung tenaga 

profesional dan fasilitas peralatan sesuai kemajuan Ilmu pengetahuan 

dan teknologi untuk memenuhi kepuasan pelanggan menuju rumah 

sakit mandiri yang memuaskan pelanggan. 

ü Penempatan SDM yang memadai dan meningkatkan kompetensi SDM 

yang telah ada. 

ü Advokasi dan koordinasi ke stakeholder terkait sumber dana kebijakan 

peningkatan kualitas pelayanan RSU Negara. 

ü Mengadakan tenaga dengan perjanjian kontrak dan memohon 

anggaran dari Pemerintah Daerah 

ü Memberikan kesempatan kepada karyawan RSU Negara untuk 

mengikuti pelatihan/bimbingan teknis baik dengan biaya rumah sakit 

maupun biaya sendiri. 

ü Mengadakan KSO / Kerjasama dengan pihak ketiga. 

ü Pengembangan berbagai innovasi dalam pelayanan medis dan 

penunjang pelayanan  

ü Mengajukan permohonan bantuan ke APBD dan APBN  

 

 

 

 

 

 

 

2.5.  Pemecahan Masalah 
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Bentuk kegiatan yang menjadi usulan rumah sakit mesti dituangkan ke dalam 

SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Bangda dan Aplikasi Krisna 

untuk usulan DAK  Strategi pendanaan yan ditempuh meliputi tiga hal yaitu : 

 

a. Pendanaan melalui APBD Kabupaten Jembrana,  

b. Pendanaan melalui BKK Propinsi Bali, dan 

c. Pendanaan melalui APBN DAK Kesehatan. 

Serta Pendanaan yang hanya melalui kemampuan pendapatan BLUD 

rumah sakit 

 

Terdapat 3 program,  5 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang disetujui pada 

RKPD tahun 2026, Perbandingan program dan kegiatan pada awal 

rancangan awal RKPD dengan Analisa Kebutuhan untuk Rencana kerja 

2026  dapat dilihat seperti pada tabel 2.5 dibawah ini : 

 

 

 

 

2.6.  Review terhadap Rancangan Awal RKPD 
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Tabel 2.5 (T-C. 31) 

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 
Kabupaten Jembrana  

RSU NEGARA 

Kode 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
Penting 

Program/ 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Pagu indikatif  
Program/ 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Kebutuhan Dana 
(Rp.000) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

  
RUMAH SAKIT 
UMUM NEGARA 

      95.810.959.120         123.130.166.400   

1 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG 
BERKAITAN 
DENGAN 
PELAYANAN 
DASAR 

                    

1.02 

URUSAN 
PEMERINTAH 
BIDANG 
KESEHATAN 

                    

                        

1.02.01 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 

RSU 
NEGARA 

Nilai LKjIP 
Perangkat 
Daerah 

82,5 Nilai 89.959.717.620 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 

RSU 
NEGARA 

Nilai LKjIP 
Perangkat 
Daerah 

82,5 Nilai 122.042.041.582   
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Kode 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
Penting 

Program/ 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Pagu indikatif  
Program/ 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Kebutuhan Dana 
(Rp.000) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02.01
.2.02 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

  

Jumlah 
Dokumen 
Administrasi 
Keuangan 
Daerah 

14 Dolumen 23.615.906.662 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

  

Jumlah 
Dokumen 
Administrasi 
Keuangan 
Daerah 

14 Dokumen 36.439.381.682,00   

1.02.01
.2.02.0
001 

Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

  

Jumlah Orang 
yang 
Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

324 
Orang/bulan 

23.615.906.662 
Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

  

Jumlah 
Orang yang 
Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

520 
orang/bulan 

36.439.381.682,00   

1.02.01
.2.05 

      
                    
-  

                       -  
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

  

Tersedianya 
Pakaian 
Dinas 
beserta 
Atribut 
Kelengkapan 

809 paket         202.250.000    

1.02.01
.2.05.0
002 

      
                    
-  

                       -  

Pengadaan 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapannya 

  

Jumlah 
Paket 
Pakaian 
Dinas 
beserta 
Atribut 
Kelengkapan 

809 paket         202.250.000    

1.02.01
.2.07 

Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

  

Jumlah Unit 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas 
Jabatan yang 
Disediakan 

 1 Unit         72.000.000      
                              
-  

                  -                            -    
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Kode 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
Penting 

Program/ 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Pagu indikatif  
Program/ 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Kebutuhan Dana 
(Rp.000) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02.01
.2.07.0
001 

Pengadaan 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

  

Jumlah Unit 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas 
Jabatan yang 
Disediakan 

 1 Unit         72.000.000      
                              
-  

                  -                            -    

1.02.01
.2.08  

    

                                 
-  

                        
-  

                       -  

Penyediaan Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

  

Tersedianya 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber 
Daya Air dan 
Listrik 

 3 Paket        1.999.999.200    

1.02.01
.2.08.0
002 

  

  
                                 
-  

                        
-  

                            
-  

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

  

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber 
Daya Air dan 
Listrik yang 
Disediakan 

 3 Laporan        1.999.999.200    

1.02.01
.2.08 

Penyediaan Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

  

Jumlah 
Tenaga Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 
yang 
disiapkan 

 183 orang     1.669.800.000              
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Kode 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
Penting 

Program/ 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Pagu indikatif  
Program/ 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Kebutuhan Dana 
(Rp.000) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02.01
.2.08.0
004 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor  

  

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 
yang 
Disediakan 

 1 Laporan     1.669.800.000      
                              
-  

                  -                            -    

1.02.01
.2.10 

Peningkatan 
Pelayanan Blud 

  

Persentase 
Layanan 
BLUD RSU 
Negara 

94 persen 64.602.010.958 
Peningkatan 
Pelayanan Blud 

  

Persentase 
Layanan 
BLUD RSU 
Negara 

94 persen 83.400.410.700   

1.02.01
.2.10.0
001 

Pelayanan dan 
Penunjang 
pelayanan BLUD 

  

Jumlah BLUD 
yang 
Menyediakan 
Pelayanan 
dan 
Penunjang 
Pelayanan 

1 unit kerja 64.602.010.958 
Pelayanan dan 
Penunjang 
pelayanan BLUD 

  

Jumlah 
BLUD yang 
Menyediaka
n Pelayanan 
dan 
Penunjang 
Pelayanan 

1 Unit kerja 83.400.410.700   

                        

1.02.02 

PROGRAM 
PEMENUHAN 
UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN 
DAN UPAYA 
KESEHATAN 
MASYARAKAT 

  

Persentase 
Pencapaian 
SPM RS dan 
Predikat 
Akreditasi 

95, 
paripurna 

dan persen, 
predikat 

3.337.342.700 

PROGRAM 
PEMENUHAN 
UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN 
DAN UPAYA 
KESEHATAN 
MASYARAKAT 

  

Persentase 
Pencapaian 
SPM RS 
dan 
Predikat 
Akreditasi 

95, 
paripurna 

dan persen, 
predikat 

1.088.124.818   
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Kode 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
Penting 

Program/ 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Pagu indikatif  
Program/ 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Kebutuhan Dana 
(Rp.000) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02.02
.2.01 

Penyediaan 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan untuk 
UKM  dan  UKP  
Kewenangan  
Daerah 
Kabupaten Kota 

  

Tersedianya 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 
untuk UKM 
dan UKP 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Ko
ta 

12 unit 2.993.692.700 

Penyediaan 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan untuk 
UKM  dan  UKP  
Kewenangan  
Daerah 
Kabupaten Kota 

  

Tersedianya 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 
untuk UKM 
dan UKP 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/K
ota 

1 paket, 1 
unit 

875.004.818   

1.02.02
.2.01.0
014 

Pengadaan Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 

  

Jumlah Alat 
Kesehatan/Al
at Penunjang 
Medik 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 
yang 
Disediakan 

12 unit    2.993.692.700  
                              
-  

  
                              
-  

                  -                            -    
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Kode 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
Penting 

Program/ 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Pagu indikatif  
Program/ 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Kebutuhan Dana 
(Rp.000) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02.02
.2.01.0

022 

 

        
Pengembangan 
Rumah Sakit 

  

Jumlah 
Rumah sakit 
yang 
ditingkatkan 
sarana, 
prasarana, 
alat 
kesehatan 
dan SDM 
agar sesuai 
standar jenis 
pelayanan 
rumah sakit 
berdasarkan 
kelas rumah 
sakit yang 
memenuhi 
rasio tempat 
tidur 
terhadap 
jumlah 
penduduk 
minimal 
1:1000 
dan/atau 
dalam 
rangka 
peningkatan 
kapasitas 
pelayanan 
rumah sakit 

1 Unit 500.000.000   
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Kode 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
Penting 

Program/ 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Pagu indikatif  
Program/ 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Kebutuhan Dana 
(Rp.000) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02.02
.2.01.0

023  

Pengadaan Obat, 
Bahan Habis 
Pakai, Bahan 
Medis Habis 
Pakai, Vaksin, 
Makanan dan 
Minuman di 
Fasilitas 
Kesehatan 

  

Jumlah Obat, 
Bahan Habis 
Pakai, Bahan 
Medis Habis 
Pakai, Vaksin, 
Makanan dan 
Minuman di 
Fasilitas 
Kesehatan 
yang 
disediakan 

                    
-  

                       -  

Pengadaan Obat, 
Bahan Habis 
Pakai, Bahan 
Medis Habis 
Pakai, Vaksin, 
Makanan dan 
Minuman di 
Fasilitas 
Kesehatan 

  

Jumlah 
Obat, Bahan 
Habis Pakai, 
Bahan Medis 
Habis Pakai, 
Vaksin, 
Makanan 
dan 
Minuman di 
Fasilitas 
Kesehatan 
yang 
disediakan 

1 paket 375.004.818   

1.02.02
.2.04 

Penerbitan Izin 
Rumah Sakit 
Kelas C, D dan 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

Persentase 
Pelaksanaan 
Rujukan 
Pasien ke 
Fasilitas 
Kesehatan 
yang Lebih 
Tinggi 

100 persen 343.650.000 

Penerbitan Izin 
Rumah Sakit 
Kelas C, D dan 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

Persentase 
Pelaksanaan 
Rujukan 
Pasien ke 
Fasilitas 
Kesehatan 
yang Lebih 
Tinggi 

                  -      

1.02.02
.2.04.0

004 

Penyiapan 
Perumusan dan 
Pelaksanaan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Rujukan 

  

Jumlah 
Dokumen 
Hasil 
Penyiapan 
Perumusan 
dan 
Pelaksanaan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Rujukan 

1 dokumen 343.650.000 

Penyiapan 
Perumusan dan 
Pelaksanaan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Rujukan 

  

Jumlah 
Dokumen 
Hasil 
Penyiapan 
Perumusan 
dan 
Pelaksanaan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Rujukan 

                  -                            -    
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Kode 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
Penting 

Program/ 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Pagu indikatif  
Program/ 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Kebutuhan Dana 
(Rp.000) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02.02
.2.02 

  

  

      

Penyediaan 
Layanan 
Kesehatan untuk 
UKM dan UKP 
Rujukan Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota   

Terlaksanan
ya Layanan 
Kesehatan 
Rujukan 

100% 213.120.000   

1.02.02
.2.02.0

049 
  

  

      
Pengelolaan 
layanan rujukan 
dan rujuk balik 

  

Jumlah 
Dokumen 
hasil 
Pengelolaan 
layanan 
Rujukan dan 
Rujuk Balik 
di Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 

1 Dokumen 213.120.000   

                        

1.02.03 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS 
SUMBER DAYA 
MANUSIA 
KESEHATAN 

  

Persentase 
Pencapaian 
SPM RS dan 
Predikat 
Akreditasi 
RS 

94, 
paripurna 

dan persen, 
predikat 

2.513.898.800 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS  
SUMBER DAYA 
MANUSIA 
KESEHATAN 

                                -    
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Kode 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
Penting 

Program/ 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Pagu indikatif  
Program/ 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Kebutuhan Dana 
(Rp.000) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02.03
.2.02 

Perencanaan 
Kebutuhan dan 
Pendayagunaan 
Sumber Daya 
Manusia 
Kesehatan untuk 
UKP dan UKM di 
Wilayah 
Kabupaten/Kota 

  

Jumlah SDM 
yang 
dikontrak 
sesuai 
standar 

34 orang 2.513.898.800 

Perencanaan 
Kebutuhan dan 
Pendayagunaan 
Sumber Daya 
Manusia 
Kesehatan untuk 
UKP dan UKM di 
Wilayah 
Kabupaten/Kota 

                                -    

1.02.03
.2.02.0

002 

Pemenuhan 
Kebutuhan 
Sumber Daya 
Manusia 
Kesehatan Sesuai 
Standar 

  

Jumlah 
Sumber Daya 
Manusia 
Kesehatan 
yang 
Memenuhi 
Standar di 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 
(Fasyankes) 

34 orang 2.513.898.800 

Pemenuhan 
Kebutuhan 
Sumber Daya 
Manusia 
Kesehatan Sesuai 
Standar 

                                -    
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3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

i. Telaahan Renstra K/L 

Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan maka visi dan Misi Kementerian 

Kesehatan adalah sebagai berikut : 

Visi Kementerian Kesehatan : 

Visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik 

Indonesia yaitu : 

"Mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri, berkeadilan, inklusif, dan 

berketahanan untuk Indonesia Emas 2045."  

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: ñBersama 

Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.ò, maka telah ditetapkan 

delapan Misi Strategis yang dikenal dengan sebutan "Asta Cita", yaitu: 

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia 

(HAM).  

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi 

kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.  

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong 

kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan 

pengembangan infrastruktur. 

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan 

gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang 

disabilitas. 

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai 

tambah di dalam negeri. 
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6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat 

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. 

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan 

lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat 

beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur 

 

ii. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi 

Visi pembangunan Provinsi Bali tahun 2025-2029 adalah ñNangun Sat 

Kerthi Loka Baliòmelalui pola pembangunan semesta berencana yang 

mengandung makna: menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta 

isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama dan Gumi Bali yang sejahtera dan 

bahagia sakala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yaitu 

Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam 

kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, 

terarah dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 22 misi yaitu: 

1. Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang, Dan Papan 

Dalam Jumlah Dan Kualitas Yang Memadai Bagi Kehidupan Krama Bali. 

2. Mewujudkan  Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah Dan 

Daya Saing Pertanian Serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani. 

3. Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Terjangkau, 

Merata, Adil Dan Berkualitas Serta Didukung Dengan Pengembangan 

Sistem Dan Data Base Riwayat Kesehatan Krama Bali Berbasis 

Kecamatan. 

4. Memastikan Tersedianya Pelayanan Pendidikan Yang Terjangkau, 

Merata, Adil Dan Berkualitas Serta Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun.  

5. Mengembangkan Sistem Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah 

Berbasis Keagamaan Hindu Dalam Bentuk Pasraman Di Desa Adat/Desa 

Pakraman. 

6. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi 

Yaitu Berkualitas Dan Berintergritas; Bermutu, Profesional Dan Bermoral 

Serta Memiliki Jati Diri Yang Kokoh Yang Dikembangkan Berdasarkan 

Nilai-Nilai Kearifan Lokal Krama Bali 
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7. Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Secara Konprehensif Dan 

Terintegrasi Bagi Kehidupan Krama Bali Sejak Mulai Kelahiran, Tumbuh 

Dan Berkembang Sampai Akhir Masa Kehidupannya. 

8. Menghasilkan Tenaga Kerja Yang Kompeten, Produktif, Berkualitas Dan 

Memiliki Daya Saing Tinggi Serta Memperluas Akses Kesempatan Kerja 

Di Dalam Dan Di Luar Negeri. 

9. Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Yang Komperhensif, Mudah Dijangkau, Bermutu, Dan Terintegrasi Bagi 

Krama Bali Yang Bekerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri. 

10. Memajukan Kebudayaan Bali Melalui Peningkatan Pelindungan, 

Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, 

Tradisi, Seni, Dan Budaya Krama Bali. 

11. Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali Secara Sekala Dan Niskala 

Berdasarkan Nilai-Nilai Filsafat Sat Kertih Yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, 

Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, Dan Jagat Kertih. 

12. Memperkuat Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Desa Pakraman/Desa Adat 

Dan Subak Dalam Menyelenggarakan Kehidupan Krama Bali Yang 

Meliputi Parhyangan, Pawongan, Dan Palemahan. 

13. Mengembangkan Destinasi Dan Produk Pariwisata Baru Berbasis Budaya 

Dan Berpihak Kepada Rakyat Yang Terintegrasi Antar Kab/Kota Se-Bali. 

14. Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali Di Dalam Dan Di Luar Negeri 

Secara Bersinergi Antar Kab/Kota Se-Bali Dengan Mengembangkan 

Inovasi Dan Kreativitas Baru. 

15. Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataan Secara 

Komprehensif. 

16. Membangun Dan Mengembangkan Pusat-pusat Perekonomian Baru 

Sesuai Dengan Potensi Kab/Kota Di Bali Dengan Memberdayakan 

Sumber Daya Lokal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Arti 

Luas. 

17. Membangun Dan Mengembangkan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis 

Budaya 

18. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur  

19. Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan 

Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk 

Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para 

Wisatawan. 
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20. Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan 

Dengan Memperkuat Budaya Hukum, Budaya Politik Dan Kesetaraan 

Gender Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali. 

21. Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali, Menata Wilayah Dan 

Lingkungan Yang Bersih, Hijau Dan Indah. 

22. Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, 

Terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan 

Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti Dan Murah. 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 

maka yang menjadi penekanan adalah misi ke-3 yaitu : 

ñMengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang 

Terjangkau, Merata, Adil Dan Berkualitas Serta Didukung Dengan  

pengembangan Sistem Dan Data Base Riwayat Kesehatan Krama Bali 

Berbasis Kecamatanò 

Berikut adalah isu-isu strategis utama Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 

terutama yang menjadi fokus dalam periode perencanaan terbaru (RPJMD 

2025ï2029) : 

1. Pergeseran Pola Penyakit dan Beban Ganda (Communicable vs. Non-

Communicable Diseases)  

2. Kualitas dan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan  

3. Stunting dan Gizi Buruk  

4. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi 

5. Integrasi Pariwisata dan Kesehatan 

Berikut adalah tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Mengacu RPJMD 

2025-2029) : "Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 

Bali yang Setinggi-tingginya Melalui Transformasi Sistem Kesehatan yang 

Merata, Berkualitas, dan Inklusif, Serta Mendukung Ketahanan Daerah." 

Untuk mencapai tujuan tersebut, adapun sasaran strategis Dinas 

Kesehatan Provinsi Bali (Mengacu RPJMD 2025-2029) yang berfokus pada 

empat pilar utama transformasi kesehatan yaitu :  

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Primer 

2. Peningkatan Kapasitas dan Mutu Pelayanan Rujukan 

3. Pemantapan Sistem Jaminan Kesehatan dan Inovasi Digital 

4. Integrasi Kesehatan Lingkungan dan Ketahanan Daerah 
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iii. Telaahan Renstra Rumah Sakit Umum Negara 

Berdasarkan analisis diperoleh fakor-faktor penghambat dan faktor-faktor 

pendorong dari pelayanan rumah sakit yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan. 

a. Faktor-faktor pengambat. 

Dalam operasional pelayanan rumah sakit hampir tidak dijumpai 

adanya factor pengambat yang mempengaruhi kinerja secara khusus. 

Hambatan yang dijumpai lebih karena kurangnya SDM , fasilitas sarana 

dan masalah pendanaan untuk belanja operasi dan belanja modal. Hal ini 

akan diupayakan melalui proses usulan daerah yang tentu saja 

membutuhkan dukungan dari semua pihak. 

 

b. Faktor-faktor pendorong. 

Dilihat dari sisi perencanaan strategik sektor kesehatan terlihat 

bahwa sudah sejalan baik program dari pemerintah pusat, provinsi 

maupun pemerintah kabupaten Jembrana 

 

Tabel 3.1 (T-C 32) 

Usulan Program dan Kegiatan RSU Negara 

Tahun 2026 Kabupaten Jembrana 

 

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Negara 

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Besaran / 
Volume 

Catatan 

1 2 3 4 5 6 

1 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 

Rumah Sakit 
Umum Negara 

Nilai LKjIP 
Perangkat Daerah 

82,5 Nilai   

  Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

  
Jumlah dokumen 
administrasi 
keuangan daerah 

14 dokumen   

  
Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan ASN 

  

Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

520 
orang/bulan 

  

  
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

  
Terselenggaranya 
administrasi 
kepagawaian  

809 paket   

  Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta 
Atribut 
Kelengkapannya 

  

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan 

809 paket   
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No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Besaran / 
Volume 

Catatan 

1 2 3 4 5 6 

  Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

  

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

3 Paket   

  

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

  

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik yang 
Disediakan 

3 Laporan   

  

Peningkatan 
Pelayanan BLUD 

  

Terselenggaranya 
Pelayanan 
Kesehatan BLUD 
RSU Negara 

94 persen   

  

Pelayanan dan 
Penunjang 
Pelayanan BLUD 

  

Jumlah BLUD 
yang 
Menyediakan 
Pelayanan dan 
Penunjang 
Pelayanan 

1 unit kerja   

            

2 

PROGRAM 
PEMENUHAN 
UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN 
DAN UPAYA 
KESEHATAN 
MASYARAKAT 
  

  

Prosentase 
pencapaian 
standar 
pelayanan 
minimal (SPM) 
Rumah Sakit 

95 persen   

  

Predikat 
Pencapaian 
Akreditasi Rumah 
Sakit 

Paripurna   

  

Penyediaan 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan untuk 
UKM dan UKP 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

Tersedianya 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan di 
RSU Negara 

1 Paket, 1 
unit 

  

  
Pengembangan 
Rumah Sakit 

  

Jumlah Rumah 
sakit yang 
ditingkatkan 
sarana, 
prasarana, alat 
kesehatan dan 
SDM agar sesuai 
standar jenis 
pelayanan rumah 
sakit berdasarkan 
kelas rumah sakit 
yang memenuhi 
rasio tempat tidur 
terhadap jumlah 
penduduk minimal 
1:1000 dan/atau 
dalam rangka 
peningkatan 
kapasitas 
pelayanan rumah 
sakit 

1 Unit   
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No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Besaran / 
Volume 

Catatan 

1 2 3 4 5 6 

  

Pengadaan Obat, 
Bahan Habis Pakai, 
Bahan Medis Habis 
Pakai,, Vaksin, 
Makanan dan 
Minuman di Fasilitas 
Kesehatan 

  

Jumlah Obat, 
Bahan Habis 
Pakai, Bahan 
Medis Habis 
Pakai, Vaksin, 
Makanan dan 
Minuman di 
Fasilitas 
Kesehatan yang 
disediakan 

1 paket   

  

Penyediaan 
Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan 
UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

Terlaksananya 
Layanan 
Kesehatan 
Rujukan 

100 persen   

  
Pengelolaan 
layanan rujukan dan 
rujuk balik 

  

Jumlah Dokumen 
hasil Pengelolaan 
layanan Rujukan 
dan Rujuk Balik di 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 

1 Dokumen   

            

 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit 

3.2.1 Tujuan  

Tujuan adalah sesuatu (apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan 

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan 

analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kwantitatif, akan 

tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa 

mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,program 

dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. 

Tujuan yang ditetapkan adalah :  

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Indikator  :     

1.1. Umur Harapan Hidup (tahun) 

1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat 

 

3.2.2 Sasaran 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah 

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih 

pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang 

dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan 

pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap 



 

53 

 

indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-

masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang 

ditetapkan dalam rencana strategik. 

Sasaran RSU Negara adalah : 

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan 

 Indikator :  

1.1.  Persentase pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit 

1.2.  Predikat Akreditasi Rumah Sakit  

2. Meningkatnya kualitas sistem manajemen pemerintahan daerah yang 

akuntabel dan transparan 

Indikator : 

2.1. Nilai LKJiP Perangkat Daerah 

 

3.2.3 Arah Kebijakan 

Arah pembangunan RSU Negara sebagai pemberi pelayanan kesehatan 

adalah : 

1. Digitalisasi dan Pemanfaatan teknologi informasi di rumah sakit. 

2. Melaksanakan Pelayanan Prima dengan mempertimbangkan preferensi 

masyarakat dengan tetap berorientasi pada patient safety melalui ketaatan 

pada SPM dan standart akreditasi. 

3. Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai 

kebutuhan dan perkembangan teknologi. 

4. Penentuan inovasi berdasarkan kondisi terbaru sesuai kebutuhan 

masyarakat akan layanan kesehatan. 

5. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga,  FKTP termasuk fasilitas kesehatan 

lainnya 

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, serta pembenahan reward system 

yang berbasis  pada kinerja. 

7. Penerapan manajemen terbuka dan bertanggung jawab. 

8. Peningkatan kualitas penyusunan dan penyajian laporan kinerja. 

9. Penurunan persentase temuan aparatur pengawas, dan peningkatan Indeks 

Kepuasan Masyarakat. 
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3.2.4  Prioritas Program 

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja ditetapkan prioritas program :  

NO PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

1 2 3 

1 

PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan untuk UKM dan UKP 
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

Pengembangan Rumah Sakit 

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, 
Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, 
Makanan dan Minuman di Fasilitas 
Kesehatan 

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Rujukan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk 
balik 

 

a. Program dan Kegiatan 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2025 masih dalam 

rangka mendukung program Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk 

mewujudkan visi kabupaten Jembrana yaitu ñNANGUN SAT KERTHI LOKA 

BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM 

BALI ERA BARU DI KABUPATEN JEMBRANA MENUJU JEMBRANA YANG 

MAJU, HARMONI DAN BERMARTABAT DENGAN MEMBANGUN MANUSIA, 

ALAM DAN BUDAYA ñ dan meningkatkan status rumah sakit dari kelas C 

menjadi kelas B.  

Selain itu untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan : Meningkatkan 

Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dengan indikator Pencapaian Standart 

SPM Rumah Sakit dan tercapainya predikat Akreditasi Paripurna, maka 

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 2 program dengan 6 

kegiatan dan 7 sub kegiatan yang seluruhnya berlokasi di Rumah Sakit Umum 

Negara kabupaten Jembrana, dengah total pagu yang direncanakan sebesar 

Rp   123.130.166.400,00 (seratus dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh juta 

seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).  

 Sumber anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan 

adalah berasal dari APBD, DAK dan BLUD RSU Negara.  

Untuk lebih rinci rencana program kegiatan yang telah disesuaikan dengan 

Permendagri 90 tahun 2024 serta pagu indikatif dapat dilihat pada tabel 3.2 di 

bawah ini 
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Tabel 3.2.( T-C.33) 

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 

dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi  Bali , Kabupaten JEMBRANA 
RSU NEGARA  

No Program/Kegiatan Indikator kinerja 
Target Kinerja Pagu Dana 

Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2026 Tahun 2027 

  
RSU NEGARA           

1 

URUSAN 
PEMERINTAHAN WAJIB 
YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

    123.130.166.400 128.675.045.432  

1.02 
URUSAN PEMERINTAH 
BIDANG KESEHATAN 

          

1.02.01 
Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Nilai LKjIP Perangkat 
Daerah 

82,5 82,5    122.042.041.582  127.027.795.617  

1.02.01.2.02 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Administrasi Keuangan 
Daerah 

14 dokumen  14 Dokumen       36.439.381.682  40.177.578.917  

1.02.01.2.02.
0001 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

520 
orang/bulan 

513 
orang/bulan 

     36.439.381.682  40.177.578.917  



 

56 

 

No Program/Kegiatan Indikator kinerja 
Target Kinerja Pagu Dana 

Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2026 Tahun 2027 

1.02.01.2.05 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Tersedianya Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 

809 paket  568 paket            202.250.000  198.800.000  

1.02.01.2.05.
0002 

Pengadaan Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan 

809 paket  568 paket            202.250.000  198.800.000  

1.02.01.2.08  
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

3 Paket 3 Paket        1.999.999.200  2.000.000.000  

1.02.01.2.08.
0002 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang 
Disediakan 

3 Laporan  3 laporan         1.999.999.200  2.000.000.000  

1.02.01.2.10 
Peningkatan Pelayanan 
Blud 

Persentase Layanan BLUD 
RSU Negara 

94 persen 94 persen      83.400.410.700  84.651.416.700  

1.02.01.2.10.
0001 

Pelayanan dan Penunjang 
Pelayanan BLUD 

Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan 
dan Penunjang Pelayanan 

1 Unit Kerja 1 Unit Kerja      83.400.410.700  84.651.416.700  
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No Program/Kegiatan Indikator kinerja 
Target Kinerja Pagu Dana 

Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2026 Tahun 2027 

1.02.02 

PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Persentase Pencapaian 
SPM RS dan Predikat 
Akreditasi 

95;Paripurn
a Persen, 
Predikat 

 95;Paripurna 
Persen, 
Predikat  

       1.088.124.818  1.219.500.066  

1.02.02.2.01 

Penyediaan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
untuk UKM  dan  UKP  
Kewenangan  Daerah 
Kabupaten Kota 

Tersedianya Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
Rumah Sakit 

1 paket, 1 
unit 

1 paket, 2 unit           875.004.818  1.000.000.000  

1.02.02.2.01.
0014 

Pengadaan Alat 
Kesehatan/Alat Penunjang 
Medik Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan yang 
Disediakan 

  1 unit   150.000.000  
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No Program/Kegiatan Indikator kinerja 
Target Kinerja Pagu Dana 

Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2026 Tahun 2027 

1.02.02.2.01.
0022 

Pengembangan Rumah 
Sakit 

Jumlah Rumah sakit yang 
ditingkatkan sarana, 
prasarana, alat kesehatan 
dan SDM agar sesuai 
standar jenis pelayanan 
rumah sakit berdasarkan 
kelas rumah sakit yang 
memenuhi rasio tempat tidur 
terhadap jumlah penduduk 
minimal 1:1000 dan/atau 
dalam rangka peningkatan 
kapasitas pelayanan rumah 
sakit 

 1 unit  1 unit           500.000.000  600.000.000  

1.02.02.2.01.
0023 

Pengadaan Obat, Bahan 
Habis Pakai, Bahan Medis 
Habis Pakai, Vaksin, 
Makanan dan Minuman di 
Fasilitas Kesehatan 

Jumlah Obat, Bahan Habis 
Pakai, Bahan Medis Habis 
Pakai, Vaksin, Makanan dan 
Minuman di Fasilitas 
Kesehatan yang disediakan 

1 paket 1 paket           375.004.818  250.000.000  

1.02.02.2.02 

Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM dan 
UKP Rujukan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

Terlaksananya Layanan 
Kesehatan Rujukan 

100 persen 100 persen           213.120.000  219.500.066  



 

59 

 

No Program/Kegiatan Indikator kinerja 
Target Kinerja Pagu Dana 

Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2026 Tahun 2027 

1.02.02.2.02.
0049 

Pengelolaan layanan 
rujukan dan rujuk balik 

Jumlah Dokumen hasil 
Pengelolaan layanan 
Rujukan dan Rujuk Balik di 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

1 Dokumen 1 Dokumen           213.120.000  219.500.066  

1.02.03 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER 
DAYA MANUSIA 
KESEHATAN 

Persentase Pencapaian 
SPM RS dan Predikat 
Akreditasi 

  
95;Paripurna 

Persen, 
Predikat 

  427.749.749  

1.02.03.2.03 

Pengembangan Mutu dan 
Peningkatan Kompetensi 
Teknis Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Terlaksananya 
pengembangan mutu dan 
peningkatan Kompetensi 
SDM di RSU Negara 

                   
-  

60 orang   427.749.749  

1.02.03.2.03.
0001 

Pengembangan Mutu dan 
Peningkatan Kompetensi 
Teknis Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Sumber Daya 
Manusia Kesehatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 
yang Ditingkatkan Mutu dan 
Kompetensinya 

                   
-  

 60 orang    427.749.749  
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Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis dan meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan program/kegiatan, diperlukan suatu perencanaan kerja yang terstruktur 

serta dukungan pendanaan yang memadai. Rencana kerja dan pendanaan ini 

disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu, 

dengan mempertimbangkan visi, misi, serta prioritas yang telah ditetapkan.  

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-

langkah yang akan dilaksanakan, target capaian, indikator keberhasilan, serta 

alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Dengan adanya perencanaan yang 

sistematis, diharapkan seluruh kegiatan dapat berjalan secara efisien, terukur, dan 

tepat sasaran. 

Rencana kerja dan pendanaan ini juga menjadi dasar akuntabilitas dalam 

pengelolaan anggaran serta transparansi kepada pihak-pihak terkait, baik internal 

maupun eksternal. Penyusunan dokumen ini mengacu pada kebijakan, regulasi, 

serta kondisi riil di lapangan, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan 

keberlanjutan. Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Rumah Sakit 

Umum Negara Kabupaten Jembrana dianggarkan dana sebesar Rp.    

123.130.166.400,- (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Seratus 

Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).  Adapun detail rinciannya dapat 

dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini : 
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TABEL 4.1  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Kode Rek.  
 

Urusan/OPD/Program/K
egiatan/Sub Kegiatan  

Rencana Tahunan 2026 (Tahun Rencana) 

Sumber 
Dana 

 Perkiraan Maju Rencana Tahun 
2027  

Ket 
 Indikator  

Lokasi 
Kegiatan 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu Indikatif  

 Target 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu Indikatif  

 Uraian Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan  

Target 
Kinerja 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

 1.  

URUSAN      
PEMERINTAHAN      
WAJIB      YANG 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

    

  

   123.130.166.400  

  

  

      128.675.045.432  

  

                    

 1.2.  
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    
  

   123.130.166.400  
  

  
      128.675.045.432  

  

              
      

 1-2.0-0.0-
0.0-1.01  

RUMAH SAKIT UMUM 
NEGARA 

    
  

   123.130.166.400  
  

  
      128.675.045.432  

  

                    

1.02.01 

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Nilai LKjIP Perangkat 
Daerah 

82,5 
RSU 

NEGARA 
   122.042.041.582  

  

82,5       127.027.795.617  
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Kode Rek.  
 

Urusan/OPD/Program/K
egiatan/Sub Kegiatan  

Rencana Tahunan 2026 (Tahun Rencana) 

Sumber 
Dana 

 Perkiraan Maju Rencana Tahun 
2027  

Ket 
 Indikator  

Lokasi 
Kegiatan 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu Indikatif  

 Target 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu Indikatif  

 Uraian Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan  

Target 
Kinerja 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

1.02.01.2.0
2 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Administrasi Keuangan 
Daerah 

14 
dokumen 

  

     36.439.381.682  

  
 14 

Dokumen  
        40.177.578.917  

  

1.02.01.2.0
2.0001 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

520 
orang/bul

an   

     36.439.381.682  

Dana 
Alokasi 
Umum 
(DAU) 

513 
orang/bulan 

        40.177.578.917  

  

1.02.01.2.0
5 

Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Tersedianya Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan 

809 paket 

  

          202.250.000  

  

 568 paket               198.800.000  

  

1.02.01.2.0
5.0002 

Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan 

809 paket 

  

          202.250.000  

Dana 
Alokasi 
Umum 
(DAU) 

 568 paket               198.800.000  

  

1.02.01.2.0
8  

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

3 Paket          1.999.999.200    3 Paket           2.000.000.000    

1.02.01.2.0
8.0002 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

3 Laporan 

  

       1.999.999.200  
Pendapatan 
Asli Daerah 

(PAD) 
 3 laporan            2.000.000.000  
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Kode Rek.  
 

Urusan/OPD/Program/K
egiatan/Sub Kegiatan  

Rencana Tahunan 2026 (Tahun Rencana) 

Sumber 
Dana 

 Perkiraan Maju Rencana Tahun 
2027  

Ket 
 Indikator  

Lokasi 
Kegiatan 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu Indikatif  

 Target 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu Indikatif  

 Uraian Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan  

Target 
Kinerja 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

1.02.01.2.1
0 

Peningkatan Pelayanan 
Blud 

Persentase Layanan 
BLUD RSU Negara 

94 persen 

  

     83.400.410.700    94 persen         84.651.416.700  

  

1.02.01.2.1
0.0001 

Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 
BLUD 

Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan 
dan Penunjang 
Pelayanan 

1 Unit 
Kerja 

  

     83.400.410.700  
Pendapatan 
dari BLUD 

1 Unit Kerja         84.651.416.700  

  

1.02.02 

PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Persentase Pencapaian 
SPM RS dan Predikat 
Akreditasi 

95;Paripu
rna 

Persen, 
Predikat 

  

       1.088.124.818    

 
95;Paripurn
a Persen, 
Predikat  

          1.219.500.066  

  

1.02.02.2.0
1 

Penyediaan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
untuk UKM  dan  UKP  
Kewenangan  Daerah 
Kabupaten Kota 

Tersedianya Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
Rumah Sakit 

1 paket, 1 
unit 

  

          875.004.818    
1 paket, 2 

unit 
          1.000.000.000  

  

1.02.02.2.0
1.0014 

Pengadaan Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

Jumlah Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
yang Disediakan 

  

  

  DAK  1 unit              150.000.000  
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Kode Rek.  
 

Urusan/OPD/Program/K
egiatan/Sub Kegiatan  

Rencana Tahunan 2026 (Tahun Rencana) 

Sumber 
Dana 

 Perkiraan Maju Rencana Tahun 
2027  

Ket 
 Indikator  

Lokasi 
Kegiatan 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu Indikatif  

 Target 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu Indikatif  

 Uraian Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan  

Target 
Kinerja 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

1.02.02.2.0
1.0022 

Pengembangan Rumah 
Sakit 

Jumlah Rumah sakit yang 
ditingkatkan sarana, 
prasarana, alat kesehatan 
dan SDM agar sesuai 
standar jenis pelayanan 
rumah sakit berdasarkan 
kelas rumah sakit yang 
memenuhi rasio tempat 
tidur terhadap jumlah 
penduduk minimal 1:1000 
dan/atau dalam rangka 
peningkatan kapasitas 
pelayanan rumah sakit 

 1 unit  

  

          500.000.000  DAK  1 unit              600.000.000  

  

1.02.02.2.0
1.0023 

Pengadaan Obat, 
Bahan Habis Pakai, 
Bahan Medis Habis 
Pakai, Vaksin, Makanan 
dan Minuman di 
Fasilitas Kesehatan 

Jumlah Obat, Bahan 
Habis Pakai, Bahan 
Medis Habis Pakai, 
Vaksin, Makanan dan 
Minuman di Fasilitas 
Kesehatan yang 
disediakan 

1 paket 

  

          375.004.818  

Pajak Bahan 
Bakar 

Kendaraan 
Bermotor 
(PBBKB) 

1 paket              250.000.000  

  

1.02.02.2.0
2 

Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Terlaksananya Layanan 
Kesehatan Rujukan 

100 
persen 

  

          213.120.000    100 persen              219.500.066  
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Kode Rek.  
 

Urusan/OPD/Program/K
egiatan/Sub Kegiatan  

Rencana Tahunan 2026 (Tahun Rencana) 

Sumber 
Dana 

 Perkiraan Maju Rencana Tahun 
2027  

Ket 
 Indikator  

Lokasi 
Kegiatan 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu Indikatif  

 Target 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu Indikatif  

 Uraian Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan  

Target 
Kinerja 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

1.02.02.2.0
2.0049 

Pengelolaan layanan 
rujukan dan rujuk balik 

Jumlah Dokumen hasil 
Pengelolaan layanan 
Rujukan dan Rujuk Balik 
di Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

1 
Dokumen 

  

          213.120.000  

Pajak Bahan 
Bakar 

Kendaraan 
Bermotor 
(PBBKB) 

1 Dokumen              219.500.066  

  

1.02.03 
Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 

Persentase Pencapaian 
SPM RS dan Predikat 
Akreditasi 

        
95;Paripurn
a Persen, 
Predikat 

             427.749.749    

1.02.03.2.0
3 

Pengembangan Mutu 
dan Peningkatan 
Kompetensi Teknis 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

Terlaksananya 
pengembangan mutu dan 
peningkatan Kompetensi 
SDM di RSU Negara 

                   
-  

      60 orang              427.749.749    

1.02.03.2.0
3.0001 

Pengembangan Mutu 
dan Peningkatan 
Kompetensi Teknis 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota yang 
Ditingkatkan Mutu dan 
Kompetensinya 

                   
-  

  

  

 Dana 
Alokasi 
Umum 
(DAU) 

 60 orang               427.749.749  
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Rencana Kerja  Rumah Sakit Umum Negara Tahun 2026 merupakan intisari 

dari program/kegiatan/sub kegiatan prioritas Rumah Sakit Umum Negara tahun 

2026. Pagu indikatif untuk program dan Kegiatan yang ditetapkan pada Renja ini 

nantinya kembali disesuikan dengan anggaran APBD yang diberikan untuk RSU 

Negara, yang didapat berdasarkan prioritas kesehatan serta disesuaikan pula 

dengan pendapatan BLUD RSU Negara. 

Untuk tercapainya optimalisasi sasaran kegiatan, maka diharapkan setiap 

unit kerja harus konsisten dalam merealisasikan kegiatan sesuai target yang telah 

ditentukan/ditetapkan sebelumnya. 

 Dengan tersusunnya RENJA Rumah Sakit Umum Negara Tahun 2026 ini, 

diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang ingin dicapai Tahun 2026 dan 

bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di Tahun berikutnya. 

 

 

Negara, 28 Juli 2025 

Direktur RSU Negara 
 
 
 

dr. Ni Putu Eka Indrawati, M.M 
 NIP. 19760324 200604 2 016 

 

 



















 


